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MOTTO 
  ضاََرت ْنَع ًةَراَجِت َنوَُكت َْنأ َِّلَإ ِلِطَابْلِاب ْمَُكنَْيب ْمَُكلاَوَْمأ اُولُْكَأت َلَ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي 
 اُوُلتَْقت َلََو ْمُكْنِم 
 ًميِحَر ْمُِكب َناَك َ َّاللَّ َِّنإ ْمُكَُسفَْنأ 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama 
suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.  
(Q.S. An-Nisaa’: 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama 
Huruf 
Latin 
Nama 
 َ  Fathah A A 
 َِ   Kasrah I I 
 َُ   Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda 
dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى...أ 
Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و...أ 
Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  
 
Harakat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan 
alif atau ya 
Ā 
a dan garis di 
atas 
ي...أ 
Kasrah dan 
ya 
Ī 
i dan garis di 
atas 
و...أ 
Dammah 
dan wau 
Ū 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  
لا. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jalālu 
 
 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلَإدّمحمام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 
بر للهدمحلا 
نيملاعلا 
Al-ḥamdu lillahi rabbil 
ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkai. 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
 وهل الله نإو
نيقزارلاريخ 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
 
 ليكلا اوفوأف
نازيملاو 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam merupakan agama (ad din) yang rohmatan lil alamin, 
artinya agama yang menjadi rahman bagi alam semesta. Semua sisi dari 
kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, 
sehingga tepat jika dikatakan Islam bersifat komprehensif dan universal. 
Pada dasarnya linggkup kehidupan manusia di dunia ini bersandar pada 
dua macam hubungan yakni vertikal kepada Allah SWT dan horizontal, 
yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitar.1 
Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia 
lainnya, dalam bentuk muamalah. Baik di bidang harta maupun dalam 
hubungan kekeluargaan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat 
dibagi menjadi dua yaitu muamalah dalam arti luas dan pengertian 
muamalah dalam arti sempit.2 Dalam arti luas yaitu Muhammad Yusuf 
Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah 
yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga 
kepentingan manusia.3 Dan dalam arti sempit yaitu menurut Ahmad Idris, 
Muamalah adalah aturan-aturan manusia dalam usahanya untuk 
                                                             
1 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah 
mada University Press, 2010), hlm. 1.  
 
2 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta:  Rajawai Press, 2016), hlm. 3. 
 
3 Abdul Majid, Pokok-pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam, 
(IAIN Sunan Gunung Djati: Bandung, 1986), hlm. 1. 
 
mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling 
baik.4 
Manusia mengajarkan perilaku kehidupan individu dan 
masyarakat ditunjukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan , 
dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.5 Usaha manusia 
dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak lepas dari kegiatan ekonomi. 
Sistem ekonomi yang dimiliki oleh Islam memiliki tujuan untuk 
mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi umat manusia dalam jangka 
panjang maupun jangka pendek.6 
Dalam Islam kegiatan ekonomi sering disebut muamalah. 
Mualamah adalah aturan Allah SWT yang mengatur manusia dengan 
kehidupan duniawi dalam pergaulan sosial.7 Bekerja merupakan kegiatan 
ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
Seperti halnya pada masyarakat Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu 
Kabupaten Karanganyar. Mereka bekerja ada yang menjadi pedagang, 
wirausaha, petani, peternak dan masih banyak yang lainnya. Dari 
beberapa pekerjaan masyarakat tersebut mayoritas bekerja sebagai petani. 
Desa Gaum merupakan salah satu wilayah yang berbukit jauh dari 
perkotaan dan keadaan daerah sekitar masih di kelilingi hutan dan jurang. 
                                                             
4 Ahmad Idris, Fiqih Al-Syafi’iyah, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 1. 
 
5 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional, 
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 2. 
 
6 Nurul Huda dan Muhammad Heykal, Hukum Bisnis Islam, (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2015), hlm. 2-3. 
 
7 Hedi Suhendi, Fiqih Muamalah…, hlm. 1 
Memiliki wilayah yang luas dan jarak antar dusun cukup jauh. 
Masyarakat sekitar memanfaatkan lahan untuk bertani. Dalam keadaan 
yang stategis menghasil panen yang melimpah setiap tahunnya. 
Mengetahui pekerjaan masyarakat banyak yang bertani ada yang 
membangun penggilingan padi sebagai hasil tambahan selain bertani. 
Penggilingan padi memiliki peran yang sangat penting dalam pertanian.  
Usaha penggilingan padi di Desa Gaum mulai tumbuh dan 
berkembang. Awalnya hanya satu orang yang menekuni usaha ini, karena 
hasil yang sangat menguntungkan sekarang banyak yang mulai 
mendirikan penggilingan padi. Penggilingan padi milik Bapak Suranto 
salah satu yang masih sering didatangi oleh pengguna jasa penggilingan 
padi meskipun bukanya tidak menentu. Sekarung gabah yang akan 
digilingkan biasanya beratnya kurang lebih 30kg tergantung baik 
buruknya gabah. Ketika nanti sudah digilingkan hasilnya menjadi beras 
bersih yang beratnya kurang lebih 15-20 kg dan sisa hasil penggilingan 
berupa bekatul beratnya kurang lebih 10-20kg tergantung penggilingan 
dalam mengelola bekatulnya. Jika ingin menggilingkan padi dan bekatul 
tidak diminta, kita hanya cukup membayar jasanya saja sebesar Rp 
6000,00/karungnya. Jika bekatulnya diminta, kita tidak perlu membayar 
jasanya hanya membayar bekatulnya saja yang dihargai Rp 2.500,00/kg.8 
                                                             
8 Suranto, Pemilik Penggilingan Padi, Wawancara Pribadi, 12 September 2019,  jam 
10.00-selesai. 
 
Seiring berkembangnya teknologi masyarakat mulai merambah ke 
usaha penggilingan padi keliling. Penggilingan padi keliling tersebut 
adalah milik Bapak Rizal. Penggilingan padi keliling mulai masuk ke 
desa-desa mendatangi para konsumen yang jauh dari penggilingan padi 
dan desa yang belum mempunyai penggilingan padi. Jika ingin 
menggilingkan padi dan bekatul tidak diminta, kita hanya cukup 
membayar jasanya saja sebesar Rp 6000,00/karungnya. Jika bekatulnya 
diminta, kita tidak perlu membayar jasanya hanya membayar bekatulnya 
saja yang dihargai Rp 2.500,00/kg.9Penggilingan padi milik Bapak 
Suranto dan  Bapak Rizal memasang harga yang standar pada umumnya. 
Akan tetapi berbeda dengan Dusun Pondok, yaitu salah satu 
bagian dari Desa Gaum yang memiliki wilayah paling luas. Di Dusun 
Pondok hanya ada satu yang mempunyai usaha penggilingan padi. Setiap 
musim panen tiba masyarakat sekitar harus rela mengantri untuk 
menggiling padinya. Mereka rela mengantri karena jika ingin 
menggilingkan padi di tempat lain jaraknya cukup jauh dari dusun 
mereka. 
Dalam sistem pembayran penggilingan padi di Dusun Pondok ini 
menggunakan sistem musiman. Yaitu  harga penggilingan yang diberikan 
di setiap musim berbeda. Di saat musim kemarau, masyarakat dalam 
kondisi tidak bercocok tanam dan masyarakat tidak panen. Jika 
                                                             
9 Rizal, Pemilik Penggilingan Padi, Wawancara Pribadi, 16 September 2019,  jam 
16.00-selesai. 
 
masyarakat ingin menggilingkan padi dan bekatul tidak diambil pemilik 
padi maka hanya membayar upah penggilingannya sebesar Rp 
6000,00/karungnya, apabila bekatul diambil pemilik padi maka 
menambah biaya Rp 3000,00/kg sebesar bekatul yang diambil. Di saat 
musim penghujan, hampir semua masayarakat bercocok tanam dan 
masyarakat bisa panen. Jika masyarakat ingin menggilingkan padi, upah 
penggilingannya gratis, namun apabila ingin mengambil bekatul 
membayar Rp 2000,00/kg sebesar bekatul yang diambil.10 
Semakin majunya pertanian dan semakin banyak yang mendirikan 
penggilingan sistem pembayaran yang dipakai dalam penggilingan 
tersebut sudah tidak dipakai. Ketika musim kemarau dan penghujan upah 
jasa penggilingan padi sama. Sekarung gabah yang akan digilingkan 
biasanya beratnya kurang lebih 30kg tergantung baik buruknya gabah. 
Ketika nanti sudah digilingkan hasilnya menjadi beras bersih yang 
beratnya kurang lebih 15-20 kg dan sisa hasil penggilingan berupa bekatul 
beratnya kurang lebih 10-20kg tergantung penggilingan dalam mengelola 
bekatulnya. Jika menggilingkan padi dan bekatul tidak diminta harus 
membayar jasa penggilingan sebesar Rp 6000,00/karung dan bekatul yang 
dihargai Rp 3000,00/karung, jika ingin membawa pulang bekatul harus 
membeli ke penggilingan dengan biaya sebesar Rp 3000,00/kg.11 
                                                             
10 Mulyadi, Pemilik Penggilingan Padi, Wawancara Pribadi, 12 Februari 2019, jam 
08.30-selesai. 
 
11Jumadi, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, Wawancara Pribadi, 16 Februari 2019,  jam 
16.00-selesai. 
Hasil dari penggilingan padi yaitu berupa beras bersih dan bekatul, 
sekam dan dedak. Dulu sisa hasil penggilingan padi yang berupa dedak 
dan bekatul tidak begitu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Di jaman 
modern ini dedak khususnya bekatul mempunyai nilai ekonomis yang 
sangat tinggi. Yang dulunya bekatul hanya dijadikan sebagai pakan ternak 
sekarang sudah merambah ke bidang kesehatan yaitu dijadikan sebagai 
obat tradisional untuk mengobati berbagai macam jenis penyakit. 
Dari sini sering dipertanyakan tentang kepemilikan bekatul itu 
sendiri karena saat ini sudah mempunyai daya jual sendiri. Dalam hal ini 
penulis ingin mengetahui tentang kepemilkan bekatul apakah bekatul itu 
milik pengguna jasa atau milik penggilingan padi, Karena kebanyakan 
bekatul hasil penggilingan padi tidak diberikan dan mereka harus 
membayar bekatul tersebut. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik ingin  
mengadakan penelitian tentang “STATUS KEPEMILIKAN BEKATUL 
PADA SISTEM PENGGILINGAN PADI DI DUSUN PONDOK, 
DESA GAUM, KECAMATAN TASIKMADU, KABUPATEN 
KARANGANYAR MENURUT HUKUM ISLAM“ 
B. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik penggilingan padi di Dusun Pondok, Desa Gaum, 
Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar menurut teori Ijarah?  
2. Bagaimana status kepemilikan bekatul pada penggilingan padi di  
Dusun Pondok, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten 
Karanganyar menurut teori kepemilikan? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 
1. Menjelaskan praktik penggilingan padi di Dusun Pondok, Desa Gaum, 
Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar menurut teori Ijarah.  
2. Mendeskripsikan status kepemilikan bekatul penggilingan padi di 
Dusun Pondok, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten 
Karanganyar menurut teori kepemilikan. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dapat menambah  ilmu pengetahuan dan keputusan dalam bidang 
hukum Islam khususnya pengetahuan tentang kepemilikan bekatul 
pada penggilingan padi. 
b. Dapat memberikan  kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian 
bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan dengan tema 
penelitian ini, khususnya tentang kepemilikan bekatul pada 
penggilingan padi. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapakan mampu memberi masukan 
terhadap pihak-pihak dalam penggilingan padi agar pelaksanannya 
sesuai dengan ketentuan syara’. 
E. Kerangka Teori 
Untuk menjawab rumusan masalah mengenai praktik penggilingan 
padi dan status kepemilikan bekatul, penulis menggunakan teori ijarah 
(sewa menyewa) dan kepemilikan. 
Islam mengakui adanya hak milik, Islam juga menghormati hak milik 
bahkan memberikan aturan-aturan tentang hak milik. Hal ini tercermin 
secara nyata dalam konsep haq al-adami.12Al-Qur’an sebagai sumber 
hukum utama dan pertama dalam Islam menyatakan bahwa Allah adalah 
pemilik sepenuhnya segala sesuatu. 
Dia adalah pencipta alam semesta, namun bukan untuk kepentingan-
Nya sendiri, melainkan untuk manusia secara kolektif. Manusia diberi hak 
milik secar individu. Setiap pribadi berhak memiliki, menikmati dan 
memindahtangankan kekayaan, tetapi mempunyai kewajiban moral untuk 
menyedekahkan harta yang mereka punya kepada orang-orang yang 
berhak. Ketentuan mengenai pengaturan kepemilikan kekayaan antara 
lain:13 
1. Pemanfaatan 
Orang yang menguasai tanah yang tidak bertuan, tidak lagi berhak 
atas tanah itu juga setelah tiga tahun menguasainya, ia tidak 
menganggapnya dengan baik. 
2. Penuaian Hak 
                                                             
12Ahmad Azhar basylr, Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Bandung :Mizan, 1998, hlm. 
180. 
13Ibid...hlm. 183 
Setiap muslim yang memiliki kekayaan mencukupi nisab, harus 
menuaikan zakat sesuai aturan Syara’.  
3. Tidak Merugikan Orang Lian 
Penggunaan milik yang berfaedah ditunjukan untuk mendatangkan 
manfaat bagi pemiliknya, namun tidak dibenarkan jika dalam 
penggunaannya menimbulkan mudarat bagi orang lain atau 
merugikan orang lain. 
4. Kepemilikan Secara Sah 
Hukum Islam melarang semua perbuatan yang melawan hukum. 
Seperti halnya penyuapan, member kesaksian palsu. 
5. Penggunaan Berimbang 
Pemilik harta benda dalam pandangan syariat harus menggunakan 
hartanya secara berimbang, yakni tidak boros dan tidak kikir. 
Selain kepemilikan juga menggunakan teori ijarah. Ijarah (sewa 
menyewa) adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan 
diri untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang tersebut kepada 
pihak lain. Dalam hukum Islam sewa menyewa sering disebut dengan 
ijarah yaitu suatu jenis akad untuk mengambil suatu manfaat dengan 
imbalan sejumlah uang. Hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah 
adalah  pembayaran sewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah 
dinikmati. Dalam hal ini jelas bahwa objek akad ijarah adalah manfaat itu 
sendiri, bukan bendanya.14 
                                                             
14 M. Yazid Afandi, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179. 
Rukun ijarah ada empat yaitu shighah (ijab dan qabul), muta’aqidain 
(dua pihak yang melakukan transaksi), ma’qud’alaih (manfaat yang 
ditansaksikan), dan upah.15Agar ijarah sah dibutuhkan syarat-syarat 
sebagai berikut: 
a. Yang menyewakan dan penyewa adalah tamyis, berakal sehat dan 
tidak ditaruh dibawah pengampunan. 
b. Yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, wilayah atau orang 
yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali. 
c. Adanya  kerelaan  kedua  belah  pihak  yang  menyewakan  dan  
penyewa  yang digambarkannya adanya ijab dan qabul. 
d. Yang disewakan ditentukan barang dan sifatnya 
e. Manfaat yang dimaksud bukan hal yang dilarang oleh syara’ 
f. Berapa lama waktu menikmati manfaat barang sewa harus jelas. 
g. Harga  sewa  yang harus  dibayar bila berupa uang ditentukan berapa 
besarnya dan bila berupa hal lain ditentukan berapa kadarnya. 
F. Tinjauan Pustaka 
Telah banyak karya-karya, literatur, skripsi, jurnal ataupun buku 
yang membahas atau berkaitan dengan status kepemilikan bekatul dalam 
sistem pengilingan padi musiman menurut hukum Islam. Pembahasan 
topik penulis cukup beragam mulai dari status kepemilikan bekatul dalam 
sistem pengilingan padi musiman menurut hukum Islam. 
                                                                                                                                                            
 
15 Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk., EnsiklopediFiqih Muamalah Dalam 
Pandangan 4 Mazhab, Cet. 4 (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif,2017), hlm. 316. 
Skripsi, Hidia Yuniati, UIN Raden Intan Lampung Jurusan 
Muamalah, Usaha Penggilingan Padi Keliling Dalam Tinjauan Hukum 
Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Kalibening Kecamatan 
Talang Padang Kabupaten Tanggamus), yang membicarakan tentang 
praktik usaha penggilingan padi keliling. Kesimpulanya bahwa transaksi 
ijarah (sewa menyewa) yang dilakukan di Desa Jamus dan ujrah yang 
didapat oleh pemilik jasa penggilingan padi serta dedak hasil 
penggilingan padi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat. Jadi 
jika dedak hasil penggilingan padi yang seharusnya dimikili oleh pemilik 
padi kemudian menjadi milik pemilik penggilingan padi itu sudah 
dianggap suatu hal yang wajar.16 
Perbedaan skripsi Hidia Yuniati dengan penelitian yang penulis 
lakukan yaitu dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai status 
kepemilikan bekatul dan praktik penggilingan padi menurut teori Ijarah di 
Dusun Pondok Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten 
Karanganyar. Dimana  awalnya sistem pembayaran yang diberikan di 
setiap musim berbeda tetapi mulai berkembangnya penggilingan sistem 
itu tidak digunakan lagi dan hanya menggunakan satu sistem pembayaran 
hingga sekarang dan dapat dilihat dari tujuan atau sudut pandang, lokasi 
atau tempat penelitian, dan objeknya. Dengan demikian adanya perbedaan 
                                                             
16 Hidia Yuniati, “Usaha Penggilingan Padi Keliling Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan 
Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Kalibening Kecamatan Talang Padang Kabupaten 
Tanggamus)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Uin Raden Intan Lampung, 
Lampung, 2017 
tersebut dapat berdampak positif bagi hasil penelitian ini untuk 
kedepannya dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. 
Skripsi, Ratna Kartikasari, STAIN Ponorogo Jurusan Syariah dan 
Ekonomi Islam, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa 
Penggilingan Padi Keliling Di Desa Purworejo Kecamatan Geger 
Kabupaten Madiun, yang membicarakan tentang akad penggilingan padi 
keliling, sistem pembayaran dan  kepemilikan atas sisa beras yang ada 
dimesin penggilingan padi di Desa Purworejo. Kesimpulannya akad yang 
dilakukan tidak memenuhi asas-asas dalam berakad, sistem 
pembayarannya juga tidak sesuai dengan hukum Islam karena penetapan 
harga dalam sistem pembayaran tidak pasti, sedangkan kepemilikan sisa 
beras yang ada di mesin sudah sesuai dengan hukum islam karena sisa 
beras yang ada dimesin akan tetap ada di mesin tidak diambil semuanya.17 
Perbedaan skripsi Ratna Kartikasari dengan penelitian yang 
penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai 
status kepemilikan bekatul dan praktik penggilingan padi menurut teori 
Ijarah di Dusun Pondok Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten 
Karanganyar. Dimana  awalnya sistem pembayaran yang diberikan di 
setiap musim berbeda tetapi mulai berkembangnya penggilingan sistem 
itu tidak digunakan lagi dan hanya menggunakan satu sistem pembayaran 
hingga sekarang dan dapat dilihat dari tujuan atau sudut pandang, lokasi 
                                                             
17 Ratna Kartikasari, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi 
Keliling Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”, Skripsi, tidak diterbitkan, 
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Ponorogo, 2016. 
 
atau tempat penelitian, dan objeknya. Dengan demikian adanya perbedaan 
tersebut dapat berdampak positif bagi hasil penelitian ini untuk 
kedepannya dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. 
Skripsi, Arfandi, IAIN Palangka Raya Jurusan Ekonomi Islam, 
Praktik akad Penggilingan padi Di Desa Lempuyangan Kecamatan Teluk 
Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, yang membicarakan tentang 
praktik penggilingan padi dan adak penggilingan padi di Desa 
Lempuyangan Kecamatan Teluk Sempit Kabupaten Kota Wringin Timur. 
Kesimpulannya praktik yang dilakukan di Desa Lempuyangan belum 
sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam karena masih banyak 
penyimpangan-penyimpangan dan akad yang digunakan dalam transaksi 
tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya.18 
Perbedaan skripsi Arfandi dengan penelitian yang penulis lakukan 
yaitu dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai status kepemilikan 
bekatul dan praktik penggilingan padi menurut teori Ijarah di Dusun 
Pondok Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. 
Dimana  awalnya sistem pembayaran yang diberikan di setiap musim 
berbeda tetapi mulai berkembangnya penggilingan sistem itu tidak 
digunakan lagi dan hanya menggunakan satu sistem pembayaran hingga 
sekarang dan dapat dilihat dari tujuan atau sudut pandang, lokasi atau 
tempat penelitian, dan objeknya. Dengan demikian adanya perbedaan 
                                                             
18 Arfandi, “Praktik akad Penggilingan padi Di Desa Lempuyangan Kecamatan Teluk 
Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur “, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam IAIN 
Palangka Raya, 2018. 
 
tersebut dapat berdampak positif bagi hasil penelitian ini untuk 
kedepannya dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. 
Skripsi, Nirmala Sabir, Universitas Hasanuddin Makassar Jurusan 
Agribisnis, Analisis Kelayakan Usaha Penggilingan Padi Keliling (Studi 
Kasus Usaha Penggilingan Padi Keliling Di Desa Tumale Kecamatan 
Ponrang Kabupaten Luwu), yang membicarakan tentang pendapatan rata-
rata usaha penggilingan padi keliling di Desa Tumale Kecamatan Ponrang 
Kabupaten Lawu adalah sebesar Rp. 147.439.448/tahun dan usaha 
penggilingan padi keliling di Desa Tumale Kecamatan Ponrang 
Kabupaten Lawu masuk kriteria layak unetuk diusahan.19 
Perbedaan skripsi Nirmala Sabir dengan penelitian penulis yaitu 
dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai status kepemilikan 
bekatul dan praktik penggilingan padi menurut teori Ijarah di Dusun 
Pondok Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. 
Dimana  awalnya sistem pembayaran yang diberikan di setiap musim 
berbeda tetapi mulai berkembangnya penggilingan sistem itu tidak 
digunakan lagi dan hanya menggunakan satu sistem pembayaran hingga 
sekarang dan dapat dilihat dari tujuan atau sudut pandang, lokasi atau 
tempat penelitian, dan objeknya. Dengan demikian adanya perbedaan 
tersebut dapat berdampak positif bagi hasil penelitian ini untuk 
kedepannya dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. 
                                                             
19 Nirmala Sabir, “Analisis Kelayakan Usaha Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus 
Usaha Penggilingan Padi Keliling Di Desa Tumale Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu)”, 
Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Agribisnis Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2018. 
Skripsi, Angga Ar-Rauf Septiana, Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta  Hak Kepemilikan Sekam, Dedak, Dan Bekatul Sisa Hasil 
Penggilingan Padi Di Desa Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten 
Klaten Menurut Hukum Islam, yang membicarakan tentang  pelaksanaan  
akad  pada  penggilingan  padi  di  desa Bulurejo  menerapkan  sistem  
ijarah  (sewa  jasa)  dengan  upah  berupa nilai  uang  pada  dua  tempat  
penggilingan,  selain  itu  juga  pemilik penggilingan  juga  menerima  sisa  
hasil  penggilingan  berupa  sekam dedak  dan  bekatul  karena  sudah  
menjadi  kebiasaan  dimasyarakat. Sedangkan  pada  satu  tempat  
penggilingan  yaitu milik  Ibu Anik  juga menerapkan sistem Ijarah, 
namun berbeda karena memiliki opsi untuk menyimpan  bekatul,  harga  
upah  bekatul  yang  dibawa  pulang  dengan yang  diambil  tentu  
berbeda.20 
Perbedaan skripsi Arfandi dengan penelitian yang penulis lakukan 
yaitu dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai status kepemilikan 
bekatul dan praktik penggilingan padi menurut teori Ijarah di Dusun 
Pondok Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. 
Dimana  awalnya sistem pembayaran yang diberikan di setiap musim 
berbeda tetapi mulai berkembangnya penggilingan sistem itu tidak 
digunakan lagi dan hanya menggunakan satu sistem pembayaran hingga 
sekarang dan dapat dilihat dari tujuan atau sudut pandang, lokasi atau 
                                                             
20Angga Ar-Rauf Septiana, “Hak Kepemilikan Sekam, Dedak, Dan Bekatul Sisa Hasil 
Penggilingan Padi Di Desa Bulurejo Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten Menurut Hukum 
Islam”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta, Surakarta, 2018. 
tempat penelitian, dan objeknya. Dengan demikian adanya perbedaan 
tersebut dapat berdampak positif bagi hasil penelitian ini untuk 
kedepannya dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. 
G. Metode Penelitian 
Dalam melakukan suatu penelitian, seorang peneliti tidak akan 
terlepas dari metode penelitian yang akan digunakan. dengan metode yang 
tepat seorang peneliti yang akan dapat menghasilkan hasil yang baik dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka dari itu metode yang 
digunakan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam skripsi ini adalah 
penelitian lapangan, yaitu penelitian yang data dan informasinya 
bersumber dari lapangan yang digali secara intensif atas semua data 
atau informasi yang telah dikumpulkan. Data yang digunakan di sini 
adalah data yang berkaitan dengan status kepemilikan bekatul pada 
penggilingan padi menurut hukum Islam. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh 
secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Dengan 
demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang 
diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan 
informasi yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Sedangkan 
informasi yang dimaksud dalam hal ini adalah pemilik 
penggilingan padi, pegawai penggilingan padi, pihak pengguna 
jasa yang berada di Dusun Pondok, Desa Gaum, Kecamatan 
Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. 
b. Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung. Artinya data tersebut satu atau lebih 
dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan bukan data yang 
diusahakan pengumpulannya sendiri oleh peneliti, yaitu data yang 
berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersususn dalam 
arsip, buku maupun media online. Sedangkan data yang termasuk 
data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari 
literatur yang berkenaan dengan status kepemilikan bekatul dalam 
sistem penggilingan padi musiman menurut hukum Islam. 
3. Lokasi Dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian berada di Dusun Pondok, Desa Gaum, 
Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini 
meneliti menganai praktik penggilingan padi yang dilaksanakan mulai 
dari tanggal 12 Februari 2019 sampai penulis selesai menulis 
penelitian ini pada bulan Oktober 2019. 
 
 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 
diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan itu.21 
Pada penelitian ini mewawancarai beberapa narasumber 
seperti Bapak Mulyadi, Bapak Rizal dan Bapak  Suranto selaku 
pemilik penggilingan padi, Bapak Pariman dan Bapak Katno 
selaku pegawai penggilingan padi, Bapak Jumadi, Bapak Iriyanto, 
Ibu Sumi, dan yang lain sebagainya, selaku pihak pemakai jasa 
penggilingan padi dan pemilik ternak (konsumen bekatul). 
b. Observasi 
Observasi kegiatan yaitu pengamatan secara langsung yang 
mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, 
kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan. Pengamatan 
memungkinkan pengamatan untuk melihat dunia yang 
sebagaimana dilikah oleh subjek penlitian.22  Metode ini 
digunakan untuk mengumpulkan data tentang pengamatan 
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22Lexy j. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif…,  hlm. 126 
terhadap praktik penggilingan dan akad yang digunakan saat 
menggilingkan padi dari masing-masing pihak. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu setiap bahan tertulis maupun film, 
bentuk lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya 
permintaan seorang penyidik.23 
5. Teknik Analisis Data 
Penulis melakukan analisis data dengan metode deskriptif 
kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat diamati.24 
H. Sistematika Penulisan 
Bab I  berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan. 
Bab II berisi tentang landasan teori yang merujuk tentang akad, 
ijarah dan kepemilikan. 
Bab III berisi tentang gambaran umum yang terdiri dari profil 
desa, kondisi monografi desa, profil penggilingan padi, mekanisme akad 
penggilingan padi, dan kepemilikan bekatul dalam penggilingan padi. 
                                                             
23Ibid., hlm. 160 
 
24Ibid., hlm. 3 
Bab IV berisi tentang analisis penelitian yang terdiri dari praktik 
penggilingan padi Dusun Pondok, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, 
Kabupaten Karanganyar dan status kepemilikan bekatul pada 
penggilingan padi di Dusun Pondok, Desa Gaum, Kecamatan Tasikmadu, 
Kabupaten Karanganyar. 
Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan 
saran.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Akad 
1. Pengertian Akad 
Akad (al-‘Aqd) dalam bahasa Arab berarti pengikatan antara 
ujung-ujung sesuatu. Atau dapat diartikan sebagai sambungan atau 
janji.25 Ikatan di sini tidak dibedakan apakah ia berbentuk fisik atau 
kiasan. Sedangkan menurut istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan 
qabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah di mana terjadi 
konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad 
diselenggarakan.  
Menurut pendapat dari Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad 
yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan 
keinginannya sendiri seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu 
yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual 
beli, perwakilan dan gadai.26 Pengertian ini bersifat lebih khusus 
karena terdapat pengertian akad secara istilah yang lebih luas dari 
pengertian ini. Namun ketika berbicara mengenai akad, pada 
umumnya pengertian inilah yang paling luas dipakai oleh para pakar 
fikih. 
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Sedangkan pengertian khusus dari akad adalah perikatan yang 
ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang 
berdampak pada objeknya. Atau dapat juga diartikan sebagai 
pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara 
syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.27 
Dengan demikian, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau 
pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad 
diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari 
suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Dalam Islam tidak semua 
bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, 
terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan 
syariat Islam. 
2. Rukun Akad 
Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga 
rukun, yaitu: 
a. Dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad 
Yaitu dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam 
perjanjian. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki 
kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, 
sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. 
b. Sesuatu yang diakadkan (ma’qud alaih) 
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Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang 
disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya 
c. Shighat, yaitu ijab dan qabul 
Ijab adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukan 
keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama baik yang 
menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah 
orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab yang 
menunjukan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. 
3. Syarat Akad 
Ada beberapa syarat akad antara lain 
1. Syarat keabsahan akad  
Yaitu syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah 
syarat in’iqd tersebut dipenuhi, antar lain: 
1) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Jika 
pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa maka 
akad dianggap batal. 
2) Penyerahan objek tidak menimbulkan mudarat. 
3) Bebas dari gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan 
oleh para pihak yang berakad. 
4) Bebas dari riba. 
2. Syarat-Syarat Berlakunya Akibat Hukum (Al-Syuruth An-Nafadz)  
yaitu syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat 
dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut antara lain:  
1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan 
ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna 
atas objek akad,atau para pihak merupakan wakil dari pemilik 
objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada 
objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain. 
2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, 
persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan 
akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat 
kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan. 
3. Syarat Mengikat (Al-Syarth Al-Luzum)  
Yaitu sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan 
beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas,belum 
tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang 
telah melakukan akad. Ada persayaratan lagi yang menjadikannya 
mengikat diantaranya: 
1) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat 
kedua belah pihak seperti akad kafalah (penanggungan).  
Akad ini menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat 
sebelah pihak,yaitu tidak mengikat sebelah pihak yaitu tidak 
mengikat kreditor (pemberi hutang) yang kepadanya 
penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak 
membatalkan akad penanggungan,dan membebaskan 
penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung (al-kafil) 
akad tersebut mengikat sehinggan ia tidak dapat 
membatalkannya tanpa persetujuan kreditor. 
2) Terbebas dari khiyar  
Akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru 
mengikat ketika hak khiyar berakhir. Selama hak khiyar 
belum berakhir akad tersebut mengikat.28 
4. Unsur-unsur Akad 
Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan 
adanya akad. Unsur-unsur akad terdiri dari: 
a. Shighad Akad 
Shighad akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak 
yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati 
keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui 
dengan ucapan, isyarat dan tulisan. Shighad tersebut biasa disebut 
dengan ijab dan qabul. 
b. Akad Dengan Perbuatan 
Dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup 
dengan perbuatan yang menunjukkan saling ridha, misalnya 
penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. 
c. Akad Dengan Isyarat 
Akad dengan isyarat biasanya digunakan mereka yang tidak dapat 
berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus 
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dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia 
sudah cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir, maka ia harus 
berusaha untuk tidak menggunakan isyarat. 
d. Akad Dengan Tulisan 
Akad dibolehkan dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu 
bicara ataupun tidak dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, 
tampak dan dapat dipahami oleh keduanya.29 
5. Pembagian Akad 
a. Dilihat dari sisi ditentukan nama atau tidak, akad dibedakan 
menjadi dua yaitu: 
1) Akad Bernama (Al-Aqd Al-Musamma)  
Yaitu akad yang bertujuan dan namanya sudah ditentukan 
oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan 
khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap 
akad lain. Contoh akad bernama yaitu: 
a) Jual Beli (Al-Bai’) 
Akad yang berdiri atas dasar penukaran harta dengan 
harta dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu 
yang dimiliki dengan yang sepadan melalui cara tertentu.  
b) Sewa Menyewa (Ijarah) 
Akad yang obyeknya, ialah penukaran manfaat untuk 
masa tertentu artinya sama dengan menjual manfaat. 
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c) Penangguhan (Al-Kafalah) 
Akad yang menjadikan seseorang penjamin ikut 
bertanggung jawab atas tnggung jawab seseorang dalam 
pelunasan atau pembayaran hutang dan dengan demikian 
keduanya dipandang beruntung . 
d) Pemindahan Hutang (Al-Hiwalah) 
Suatu akad yang obyeknya memindahkan tanggung jawab 
dari yang mula-mula berhutang kepada pihak lain.  
e) Gadai (Ar-Rahn) 
Akad yang obyeknya menjamin hutang dengan barang 
dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya 
atau hasil dari penjualannya. 
f) Penitipan (Al- Wadi’ah) 
Sebuah akad yang obyeknya meminta pertolongan kepada 
seseorang untuk memelihara harta si penitip itu. 
g) Perutangan (Al-Qardh) 
Akad dimana seseorang memberikan harta kepada orang 
lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan 
kata lain meminjamkan dengan tanpa mengharapkan 
imbalan. 
h) Hibah (Al-Hibah) 
Akad yang obyeknya ialah mengalih hak milik kepada 
orang lain secara cuma-cuma tanpa adanya bayaran. 
Hibah juga berarti pemberian atau hadiah. 
i) Pinjam Pakai (Al-Ariyyah) 
Yaitu akad yang dipinjam, pergi dan kembali atau 
beredar. 
j) Perdamaian (Ash-Shulh) 
Akad diantara dua pihak yang berperkara untuk 
memecahkan perselisihan yang terjadi diantar keduanya.30 
2) Akad Tidak Bernama 
Yaitu akad yang namanya tidak ditentukan oleh pembuat 
hukum yang khusus serta tidak ada pengaturan tersendiri 
mengenainya. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para 
pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. contoh akad 
tidak bernama yaitu perjanjian, penerbitan, periklanan, dll. 
b. Dilihat dari sisi kedudukan akad, akad dibedakan menjadi dua 
yaitu: 
1. Akad Pokok (Al-Aqd Al-Ashli) 
Yaitu akad yang keberadaanya tidaktergantung dengan akad 
lain. Contoh akad jual beli, sewa menyewa, penitipan, dll. 
2. Akad Asesoir(Al-aqd al-tabi’I ) 
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Yaitu akad yang keberadaanya tergantung kepada suatu hak 
yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidaknya 
akad tersebut. Contoh akad penanggungan (al-kafalah) dan 
akad gadai. Kedua akad ini merupakan perjanjian untuk 
menjamin, karena itu keduanya tidak ada jika hak-hak yang 
dijamin tidak ada. 
c. Dilihat dari tempo yang berlakunya akad dibedakan menjadi dua 
yaitu: 
1. Al-Aqd Al Zamani (Akad Yang Bertempo)  
Yaitu akad yang menjadi unsur waktu sebagai bagian dari 
akad tersebut. Yang termasuk dalam akad ini antara lain sewa 
menyewa, akad penitipan, akad pinjam-meminjam, akad 
pemberian kuasa,dll. 
2. Al-Aqd Al-Fauri (Akad Tidak Bertempo)  
Yaitu akad ini dimana unsur waktu bukan merupakan bagian 
dari isi perjanjian. 
d. Dilihat dari aspek formalitasnya, akad dibedakan menjadi tiga 
yaitu: 
1. Akad Konsensual (Al-Aqd Al-Radla’i)  
yaitu akad yang terwujud atas kesepakatan para pihak tanpa 
ada persyaratan formalitas tertentu. 
2. Akad Formalistik (Al-Aqd Al-Syakli)  
Yaitu akad yang tunduk dalam syarat-syarat yang ditentukan 
oleh pembuat hukum syar’i. 
3. Akad Riil (Al-Aqd Al-Aini)  
Yaitu akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya 
penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum 
terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum 
dilaksanakan. 31 
B. Hak Milik 
1. Pengertian Hak Milik 
Secara etimologi kepemilikan (al-Milk) berasal dari bahas arab 
dari akar kata “malaka” yang memiliki arti penguasaan pada sesuatu. 
Sedangkan secara terminologi yaitu kemampuan seseorang untuk 
menggunakan haknya selama tidak ada penghalang yang menjadikan 
seseorang tidak bisa menngunakan haknya.32 
Menurut pengertian hak  ialah suatu ketentuan yang dengannya 
syara’ (hukum Islam) menetapkan suatu kekeuasaan atau suatu 
hukum. Adapun pengertian istilah milik yaitu  suatu ikhtishash 
(keistimewaan) yang menghalangi pihak lain menurut syara’, yang 
membenarkan ikhtishash itu bertindak terhadap barang miliknya 
sekehendaknya, kecuali ada penghalang. Jadi hak milik adalah suatu 
hubungan syar’i (hubungan hukum) antara orang dengan sesuatu 
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benda yang menimbulkan akibat hukum, bagi orang itu berwenang 
dan berhak untuk menggunakan benda tersebut dan bagi yang lain 
tertutup kewenangan itu. 
2. Jenis-Jenis Kepemilikan 
Dalam fiqih muamalah secara garis besar membagi kepemilkan 
menjadi dua bagian, yaitu: 
a. Kepemilikan Sempurna (Milk Tamm) 
Kepemilikan  sempurna (milk tamm) yaitu kepemilkan 
terhadap harta benda sekaligus manfaatnya. Pemilik mempunyai 
kebebasan penuh terhadap harta benda tersebut. pemilik juga 
bebas melakukan investasi, transaksi, atau hal-hal lainnya. 
Biasanya kepemilikan sempurna (milk tamm) dapat diperoleh 
melalui jual beli. 
b. Kepemilikan Tidak Sempurna (Milk Naqishah) 
Kepemilikan tidak sempurna atau naqishah yaitu apabila 
seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut. memiliki 
kegunaannya (manfaat) saja tanpa memiliki zatnya. 
3. Sebab Kepemilkan 
Ada empat cara kepemilikan harta yang disyariatkan Islam 
menurut para ulama, yaitu:33 
a. Harta Mubah  
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harta mubah yaitu penguasaan harta yang belum ada pemiliknya. 
Misalnya bebatuan yang ada disungai yang belum ada pemiliknya, 
jika ingin membawa batu itu pulang, maka batu itu menjadi 
miliknya. 
b. Melalui transaksi yang dilakukan seseorang. Misalnya jual beli, 
hibah, dan wakaf. 
c. Melalui peninggalan seseorang, misalnya harta warisan dari ahli 
waris yang sudah wafat. 
d. Hasil dari harta yang telah dimilki orang lain, baik hasil yang 
datang secara alami.  Misalnya anak sapi yang lahir, pohon 
dikebun. Dan usaha yang dimiliki seperti gaji yang diperoleh 
ketika bekerja. 
4. Macam-Macam Kepemilikan 
Hak milik diistilahkan hak milik khusus dan hak milik umum, 
yang keduanya bersifat tidak mutlak.   
1. Qs. An-Nuur : 3 
ا َه ُح ِك ْن َي َلَ ُة َي ِنا َّزلا َو ًة َك ِر ْش ُم ْوَ أ ًة َي ِنا َز َّلَِ إ ُح ِك ْن َي َلَ يِنا َّزلا 
 (٣)نيِن ِم ْؤ ُم ْلا ىَل َع َك ِل ََٰ ذ َم ِّر ُح َو ۚ ٌك ِر ْش ُم ْوَ أ  نا َز َّلَِإ 
Artinya :“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 
perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan 
perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki 
yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu 
diharamkan atas oran-orang yang mukmin.”34 
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2. Qs. Al-baqarah : 30 
 ِض َْر ْلأا يِف ٌل ِعا َج يِ ّن ِ إ ِة َك ِئ َلا َم ْل ِل َك ُّب َر َلا َق ْذ ِإ َو
 ُك ِف ْس َي َو ا َهيِف ُ د ِس ْف ُ ي ْن َم ا َهي ِف ُل َع ْجَ تَ أ اوُ لا َق ۖ ًة َفي ِل َخ
 يِ ّن ِ إ َلا َق ۖ َك َل ُس ِّد َق ُ ن َو َك ِد ْم َح ِب ُح ِ ّب َسُ ن ُن ْح َن َو َءا َم ِّ دلا
)ةرقبا( َنو ُم َل ْعَ ت َلَ ا َم ُم َل ْعَ أ 
 
Artinya :“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para 
Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang 
khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau 
hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau 
dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya 
Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".35 
 
a. Hak Milik Umum  
Hak milik umum ialah harta yang dikhususkan untuk 
kepentingan umum atau kepentingan jamaah kaum muslimin. 
Pada pokoknya suatu benda (harta) itu ada yang boleh dimiliki 
oleh perorangan dan ada pula yang tidak.hal ini didasarkan 
pada hadis nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh 
ahmad dan abu daut yang berbunyi:”semua orang berserikat 
mengenai tiga hal , yaitu mengenai air rumput, api, serta 
garam. Hal-hal yang disebut dalam hadis tersebut, kini 
dikisahkan menjadi minyak dan gas bumi, barang tambang dan 
kebutuhan pokok manusia lainnya. Kesemuanya itu merupakn 
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hal-hal yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi 
hayat hidup orang banyak.36 
b. Hak Milik Khusus 
Islam berpandangan bahwa manusia adalah makhluk yang 
memiliki dorongan-dorongan yang merupakan fitrah, dan 
insting-insting sosial. Diantaranya adalah insting ingin 
memiliki dan menyukai harta benda. Insting inilah yang 
mendorong manusia melakukan usaha, pembangunan dan 
ingin kekal. 
Selain dari ketentuan yang bersifat umum terdapat juga 
ketentuan khusus tentang bentuk pelanggaran yang dilarang 
dalam memperoleh harta, yaitu: 
a. Merampas harta benda orang lain 
b. Mencuri 
c. Menipu 
d. Melakukan penggelapan 
e. Menyuap dan disuap 
f. Berjudi 
g. Memakan riba 
Dan untuk itu Islam mewajibkan setiap orang untuk menggunakan 
sebagian dari hak miliknya untuk kepentingan baik perorangan, 
agama, dan masyarakat. Dalam hal ini Islam telah memberikan garis-
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garis pokok berupa ajaran dan ketentuen yang wajib dipenuhi dan 
dilaksanakan oleh setiap orang terhadap harta yang menjadi miliknya, 
agar harta tersebut digunakan sesuai dengan manfaat dan fungsinya.37 
C. Ijarah 
1. Pengertian Ijarah 
Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya 
adalah al-‘iwadh yang artinya dalam bahasi Indonesia ialah ganti atau 
upah.38 Secara etimologi, ijarah berarti menjual manfaat. Dalm hal ini 
ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atas suatu 
kemanfaatan dengan penggantian. Menurut ulama Syafi’iyah, ijarah 
berarti akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud 
tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan 
pengganti tertentu. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah 
menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik sesuatu 
kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.39 
Secara terminologi,  ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat 
yang mubah yang beruap barang tertentu atas dijelaskan sifatnya 
dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang 
diketahui dengan upah yang diketahui juga. Jumhur ulama fiqih 
                                                             
37 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan & Peansuransian Syaiah Di 
Indonesia, (Depok : kencana, 2004), hlm. 40. 
38 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 
114. 
39 Rahmad Syaefi, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122. 
 
berpendapat bahwa ijarah ialah menjual manfaat dan boleh disewakan  
adalah manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang 
menyewakan domba untuk diambil susunya.40 
Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu 
mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang 
tersebut kepada pihak lain. Dalam  hukum Islam sewa menyewa 
sering disebut dengan ijarah yaitu suatu jenis akad untuk mengambil 
suatu manfaat dengan imbalan sejumlah uang. Hal yang harus 
diperhatikan dalam akad ijarah adalah  pembayaran sewa merupakan 
imbal balik dari manfaat yang telah dinikmati. Dalam hal ini jelas 
bahwa objek akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya.41 
2. Dasar Hukum Ijarah 
Dasar-dasar hukum ijarah adalah sebagai berikut: 
a. Qs. Al-Zukhruf : 32 
 ِةَايَحْلا ِيف ْمَُهتَشيِعَم ْمَُهنَْيب َانْمَسَق ُنَْحن ۚ َِّكبَر َتَمْحَر َنوُمِسَْقي ْمَُهأ
 اًضَْعب ْمُهُضَْعب َذِخََّتيِل  تاَجََرد  ضَْعب َقْوَف ْمُهَضَْعب َانَْعفَرَو ۚ َايْنُّدلا
 َِّكبَر ُتَمْحَرَو ۗ اًّيِرْخُس َنُوعَمْجَي ا َّمِم ٌرْيَخ  
Artinya:“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka 
dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian 
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian 
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mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat 
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”42 
 
b. Qs. Al-Qashash : 26 
 َخ َِّنإ ۖ ُهْرِْجَأتْسا َِتَبأ َاي اَُمهَادِْحإ ْتَلَاق َ ْلأا ُّيِوَقْلا َتْرَْجَأتْسا ِنَم َرْي ُنيِم  
 
Artinya :“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 
karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya".43 
 
3. Jenis Ijarah  
Menurut hukum Islam ijarah terdiri dari dua macam, yaitu: 
a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan 
jasa seseorang dengan upah sebagai imbalannya. 
b. Ijarah yang berhubungan dengan asset atau properti, yaitu 
memindahkan hak untuk memakai asset atau properti tertentu 
kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. 
4. Rukun Dan Syarat Ijarah  
Rukun ijarah ada empat yaitu shighah (ijab dan qabul), muta’aqidain 
(dua pihak yang melakukan transaksi), ma’qud’alaih (manfaat yang 
ditansaksikan), dan upah.44 Ijarah menjadi sah dengan ijab dan qabul 
lafaz sewa atau qauli dan yang berhubungannya, serta lafaz 
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(ungkapan) apa saja yang menunjukan hal tersebut. Agar ijarah sah 
dibutuhkan syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Yang menyewakan dan penyewa adalah tamyiz, berakal sehat dan 
tidak ditaruh dibawah pengampunan. 
b. Yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, wilayah atau 
orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali. 
c. Adanya  kerelaan  kedua  belah  pihak  yang  menyewakan  dan  
penyewa  yang digambarkannya adanya ijab dan qabul. 
d. Yang disewakan ditentukan barang dan sifatnya. 
e. Manfaat yang dimaksud bukan hal yang dilarang oleh syara’. 
f. Berapa lama waktu menikmati manfaat barang sewa harus jelas. 
g. Harga  sewa  yang harus  dibayar bila berupa uang ditentukan 
berapa besarnya dan bila berupa hal lain ditentukan berapa 
kadarnya. 
Dari uraian di atas ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian 
dalam melaksanakan aktivitas ijarah, yaitu : 
a. Pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas 
kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini tidak 
boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau keduanya 
atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari 
pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain. 
b. Dalam  melaksakan  akad  tidak  boleh  adanya  unsur  penipuan,  
baik  yang datangnya dari mu’ajir ataupun datnga dari musta’jir. 
Banyak ataupun riwayat yang berbicara  tentang  tidak bolehnya 
berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai  lapangan  
kegiatan,  dan  penipuan   merupakan  suatu  sifat  yang  amat 
dicela  agama. Dalam  hal  ini,  kedua  pihak  yang melakukan  
akad ijarah pun dituntut  untuk  memiliki  pengetahuan  yang  
memadai  tentang  objek  yang mereka  jadikan  sasaran  dalam 
berijarah, sehingga  antara  keduanya  tidak merasa  dirugikan atau 
tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari. 
c. Sesuatu  yang  diakadkan mestilah  sesuatu  yang  sesuai  dengan  
realitas,  bukan sesuatu  yang  tidak  berwujud.  Dengan  sifat  
yang  seperti  ini, maka  objeknya yang  menjadi  sasaran  
transaksi  dapat  diserahterimakan,  berikut  segala manfaatnya. 
d. Manfaat  dari  suatu  yang menjadi  objek  dari  suatu  transaksi 
ijarah mestilah berupa  sesuatu  yang  mubah,  bukan  sesuatu  
yang  haram.  Ini  berarti  bahwa agama  tidak membenarkan  
terjadinya sewa menyewa atau perburuan  terhadap sesuatu  
perbuatan  yang  dilarang  agama,  seperti  tidak  boleh  
menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat. 
e. Pemberian  upah  atau  imbalan  dalam ijarah mestilah  berupa  
sesuatu  yang bernilai, baik berupa ataupun jasa, yang tidak 
bertentanmgan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk  ini  
imbalan ijarah biasanya berupa materi untuk sewa  rumah  
seseorang  ataupun  berupa  jasa  pemeliharaan  dan  perawatan 
sesuatu  sebagai  ganti  sewa  atau  upah,  asalkan  dilakukan  atas  
dasar  kerelaan dan kejujuran.45 
5. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa 
Adapun menurut para ulama sepakat menyatakan berakhirnya 
akad sewa menyewa dengan berbagai faktor antara lain: 
a. Terjadinya aib pada suatu barang sewaan  tersebut, yang dimaksud 
dengan aib disini  adalah  suatu  kekurangan  atau  kelemahan  
pada  barang  yang menyebabkan  terhalangnya  pengambilan  
manfaat  dari  suatu  barang  sewaan tersebut. Tapi  disini  bisa  
juga  berbentuk  rusaknya  barang  sewaan  itu  sendiri. Seperti  
menyewa  mobil  yang  remnya  sudah  bolong  atau  rusak  mobil  
yang disewakan  itu  bannya  lepas. Dalam akad seperti ini maka 
akad ijarah harus dibatalkan supaya tidak terjadi perselisihan 
dikemudian hari. 
b. Rusak atau musnahnya barang sewaan tersebut, maksudnya benda 
tersebut mengalami kerusakan atau musnah sama sekali, seperti 
rumah terbakar. 
c. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan atau selesainya pekerjaan 
atau berakhirnya masa. Masalah  ini biasa  terjadi karena memang  
sudah keharusan bagi  penyewa  untuk mengembalikan  barang  
sewaan  kepada  pemiliknya  yang telah digunakan. 
                                                             
45 Helmi Karim, Fiqih Muamalah,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. Ke-1, 
hlm. 36. 
d. Wafatnya  seseorang  yang  berakad,  menurut  ulama  Hanafiyah  
terhenti  sewa menyewa  karena  manfaat  menurut  mereka  tidak  
bisa  diwariskan  dan  sewa menyewa sama dengan jual beli yaitu 
mengikat kedua belah pihak. 
e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, 
seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya 
ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan 
itu.46 
6. Hikmah Sewa Menyewa 
Hikmah dalam persyariatan sewa menyewa sangatlah besar sekali, 
karena didalam  sewa  terdapat  unsur  saling  bertukar manfaat  antara 
manusia  yang  satu dengan yang  lainnya. Karena perbuatan yang 
dilakukan oleh  satu orang  tidaklah sama dengan perbuatan yang 
dilakukan oleh dua orang atau  tiga orang misalnya, apabila  
persewaan  tersebut  berbentuk  barang,  maka  dalam  akad  
persewaan disyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya.  
Hikmah dalam persewaan adalah untuk mencegah terjadinya 
permusuhan dan perselisihan. Serta terealisasinya  tujuan  muamalah  
yakni  saling  tolong  menolong dalam  kehidupan. Tidak  boleh 
menyewakan  suatu  barang  yang  tidak ada kejelasan manfaatnya, 
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yaitu sebatas perkiraan dan  terkaan belaka.dan barang kali tanpa 
diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah apapun.47 
D. Hukum Perjanjian 
1. Pengertian Hukum Perjanjian 
Perjanjian atau Verbintenis mengandung pengertian yaitu suatu 
hubungan Hukum kekayaan/harta  benda  antara  dua  orang  atau  
lebih,  yang memberi  kekuatan  hak pada satu pihak untuk 
memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk 
menunaikan prestasi.48 
Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian yaitu suatu  
perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  
kepad orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal.49 
Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian  adalah suatu  
persetujuan dengan mana dua orang  atau  lebih  saling mengikatkan  
diri  untuk  melaksanakan  suatu  hal  dalam  lapangan  harta 
kekayaan.50 
Perjanjian  merupakan  suatu  peristiwa  dimana  seseorang  
berjanji  kepada  orang lain  atau  dapat  dikatakan  peristiwa  dimana  
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48 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986), 
hlm. 6  
49 R. Soebekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1979), hlm. 1 
50 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), 
hlm.78 
dua  orang  atau lebih  saling mengikrarkan  diri  untuk  berbuat  
sesuatu.  Definisi  perjanjian  batasannya  telah diatur dalam Pasal 
1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian 
adalah  suatu  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih 
mengikatkan  dirinya terhadap  satu orang  lain atau  lebih”.51 
Berdasarkan  definisi  perjanjian  diatas,  maka  dapat  
disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana 
dua orang atau lebih saling  mengikatkan  diri  untuk  melaksanakan  
suatu  hal  mengenai  harta kekayaan. 
2. Unsur-unsur Perjanjian 
Unsur-unsur dalam suatu perjanjian yaitu:52 
a. Adanya pihak-pihak 
b. Adanya konsensus atau persetujuan dari pihak-pihak 
c. Adanya objek dalam perjanjian tersebut yang berupa benda 
d. Adanya tujuan yang bersifat kebendaan mengenai harta kekayaan 
e. Ada bentuk tertentu, baik secara lisan maupun tulisan 
f. Adanya syarat-syarat tertentu. 
3. Asas-asas Perjanjian 
Ada 5 (lima) asas dalam perjanjian yaitu:53 
a. Asas Personalitas 
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Asas  personalitas  menentukan  bahwa  suatu  perjanjian  berlaku 
bagi parapihak  yang membuatnya  saja.  
b. Asas Kebebasan Berkontrak 
Asas  kebebasan  berkontrak  atau  yang  sering  disebut  juga  
sistem  terbuka  adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan 
perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak  diatur  dalam  
undang-undang.  Meskipun  berlaku  asas  ini,  kebebasan 
berkontrak  tersebut  dibatasi  oleh  tiga  hal,  yaitu  tidak  dilarang  
oleh  undang-undang,  tidak  bertentangan  dengan  kesusilaan,  
dan  tidak  bertentangan  dengan ketertiban umum. 
c. Asas Konsesualitas  
Asas  konsesualitas  mengandung  arti  bahwa perjanjian  itu  
terjadi  sejak  saat tercapainya  kata  sepakat  (konsensus)  antara  
pihak-pihak  mengenai  pokok perajnjian.  Sejak  saat  itu 
perjanjian  mengikat  dan  mempunyai  akibat  hukum. 
d. Asas Kekuatan Mengikat 
Setiap  perjanjian  yang  dibuat  adalah  mengikat  para  pihak  
yang  membuat  dan belaku seperti undang-undang bagi para 
pihak. Asas  ini berarti bahwa perjanjian hanya  berlaku  bagi  
para  pihak  yang membuatnya. 
e. Asas Itikad Baik 
Asas  menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan 
dengan  itikad baik. Asas  itikad baik ini ada yang subyektif dan 
ada pula yang obyektif. 
4. Syarat Sah Perjanjian 
Suatu  perjanjian  dinyatakan  sah,  apabila  telah  dipenuhi  4  syarat 
yaitu :54 
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 
Sepakat yang dimaksud  bahwa  kedua  pihak  yang mengadakan  
perjanjian  itu  harus  bersepakat,  setuju  atau  seiya-sekata 
mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
Kecakap yang dimaksud bahwa  orang  yang  membuat suatu 
perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap 
orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya, 
adalah cakap menurut hukum. 
c. Suatu pokok persoalan tertentu 
Artinya adalah apa yang  diperjanjikan  hak-hak  dan  kewajiban 
kedua  belah  pihak  jika  timbul  suatu perselisihan.  Barang  yang 
dimaksudkan  dalam  perjanjian  paling  sedikit  harus ditentukan  
jenisnya.  Bahwa  barang  itu  sudah  ada  atau  sudah  berada  di 
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tangan pihak  yang  berutang  pada  waktu  perjanjian  dibuat  dan  
tidak  diharuskan  oleh undang-undang.55 
d. Suatu sebab yang tidak terlarang. 
Yaitu adanya  sebab  yang  halal, sebab  dalam  hal  ini 
dimaksudkan bahwa  tidak ada  lain dari pada  isi dari perjanjian, 
sebab  itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat 
perjanjian yang termaksud. 
5. Akibat Perjanjian Hukum 
Akibat dari suatu perjanjian adalah sebagai berikut:56 
a. Perjanjian Hanya Berlaku Di Antara Para Pihak Yang 
Membuatnya 
Bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di 
antara para pihak yang membuatnya.  Hal  ini  berarti  bahwa  
setiap  perjanjian,  hanya  membawa  akibat berlakunya 
ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata bagi para pihak yang 
terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut. 
b. Mengenai Kebatalan Atau Nulitas Dalam Perjanjian 
Suatu  perjanjian  yang  dibuat  apabila  tidak  memenuhi  salah  
satu  atau  lebih persyaratan  yang  ditentukan  dalam  Pasal  
1320  KUH  Perdata,  maka  perjanjian tersebut menjadi  tidak 
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sah, yang berarti perjanjian  itu  terancam batal. Berikut ini 
adalah macam-macam kebatalan, yaitu : 
1) Perjanjian yang Dapat Dibatalkan 
Perjanjian  yang  telah  dibuat  dapat  dibatalkan  jika  
perjanjian  tersebut  dalam pelaksanannya  akan merugikan  
pihak-pihak  tertentu.  Pembatalan  tersebut dapat 
dilakukan  oleh  salah  satu pihak  dalam  perjanjian  dan  
dapat  dimintakan  apabila tidak  telah  terjadi kesepakatan 
bebas dari pihak yang membuat perjanjian  (Pasal 1321  
sampai  dengan  Pasal  1328  KUH  Perdata)  dan  salah  
satu  pihak dalam perjanjian  tidak  cakap untuk bertindak 
hukum  (Pasal 1330  sampai dengan 1331 KUH Perdata). 
2) Perjanjian yang Batal Demi Hukum 
Suatu  perjanjian  dikatakan  batal  demi  hukum,  yang  
berarti  perjanjian  tersebut tidak  dapat  dipaksakan  
pelaksanaannya  jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  syarat 
obyektif dari sahnya suatu perikatan. 
3) Kebatalan Relatif dan Kebatalan Mutlak 
Suatu  kebatalan  disebut  relatif,  jika  kebatalan  tersebut  
hanya  berlaku  terhadap individu orang perorangan 
tertentu saja dan disebut mutlaj jika kebatalan tersebut 
berlaku  umum  terhadap  seluruh  anggota  masyarakat  
tanpa kecuali.  Perjanjian yang  dapat  dibatalkan  dapat  
saja  berlaku  relatif  atau mutlak, meskipun  tiap-tiap 
perjanjian yang batal demi hukum psati berlaku mutlak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
A. Kondisi  Geografis  Dan  Monografi  Desa  Gaum  Kecamatan  
Tasikmadu Kabupaten Karanganyar 
1. Profil Desa 
Desa Gaum adalah desa kolonisasi yang datang dari beberapa 
Daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan terdiri dari beberapa 
Daerah. Desa Gaum pada mulanya adalah berasal dari hutan kawasan 
Negeri pada tahun 1937 datanglah penduduk kolonisasi sejumlah 45 
KK dan sebanyak 135 Jiwa, kemudian pada tahun 1939 datang lagi 
sejumlah 100 KK sama dengan 325 Jiwa, diantara dua tahun berturut 
turut jumlah penduduk semua 145 KK sama dengan 460 Jiwa, 
membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh 
pemerintah seluas 322 Ha.57 
Desa  Gaum masuk  dalam 10 kelurahan dalam wilayah 
Kecamatan  Tasikmadu.  Letak Desa Gaum berada di Jl. Gaum RT. 
04/RW. 02 Gaum, Tasikmadu, Karanganyar.  Desa Gaum merupakan 
salah satu dari 8 Desa yang berada di Kecamatan Tasikmadu Luas 
wilayah Desa Gaum secara keseluruhan adalah seluas 568,685 
Ha.Desa Gaum berada di ketinggian 0-500 meter di atas permukaan 
laut. Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu secara topografi merupakan 
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dataran rendah. Wilayah Desa Gaum yang beriklim tropik basah 
memiliki curah hujan sebesar 1000-2000 mm per Tahun.58 
Desa Gaum memiliki intensitas curah hujan sedang sehingga dapat 
mendukung kegiatan masyarakat  dalam bidang pertanian, dengan 
catatan di atur secara baik. Potensi di bidangpertanian dan indutri kecil 
merupakan potensi unggulan yang terdapat  di Desa Gaum. Komoditas 
hasil pertanian seperti padi, jagung, singkong sangat  menjanjikan jika 
di kelola dengan baik. Iklim di Desa Gaum terdapat dua musim yaitu 
musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan 
November hingga Mei. Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan 
Juni sampai Oktober. Desa saluran air dan saluran irigasi yang 
semakin baik dari tahun ke tahun  merupakan potensi tersendiri.59 
Potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Gaum masih 
perlu digali, berbagai tenaga terampil di bidang pertanian, perkebunan, 
industri mesin pertanian, perbengkelan, dan teknologi dan informasi 
serta lainnya merupakan modal bagi pembangunan ekonomi dan 
pertanian, namun potensi ini belum bisa dimaksimalkan. Desa Gaum 
dengan populasi jumlah penduduk yang cukup besar mencapai 12.227 
Jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang menguntungkan 
jika di kelola dengan baik.60 
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Desa Gaum memiliki beberapa tenaga trampil dibidang pertanian 
dan peternakan, ahli bangunan, jasa keuangan, hukum dan lain-lain. 
Selain itu terdapat juga industri dan jasa pembuatan meubel, 
perbengkelan, perdagangan, sektor keuangan, pengolahan, dan 
industri rumah tangga, seperti tahu tempe dan telur asin.61 
2. Pendidikan 
Kondisi dan keadaan penduduk meninggkatkan kemajuan dalam 
sector pendidikan. Jumlah penduudk di Desa Gaum menurut monografi 
Desa berjumlah 6.556 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki adalah 
2.833 jiwa dan penduduk perempuan adalah 2.033 jiwa. Tingkat 
pendidikan di Desa Gaum masih dalam kondisi normal, ini ditinjau dari 
perbandingan antara jumlah penduduk yang menempuh pendinikan 
dengan jumlah penduduk yang tidak menempuh pendidikan. 
Berikut ini adalah data perbandingan penduduk yang menempuh 
pendidikan dengan penduduk yang tidak menempuh pendidikan 
berdasarkan kelompok  usai dan jenejang yang ditempuh. 
Tabel I 
Perbandingan Penduduk Desa Gaum  Yang Menempuh Pendidikan 
Dengan Penduduk Yang Tidak Menempuh Pendidikan Berdasarkan 
Kelompok  Usai. 
No. Kelompok Usia Keterangan Jumlah 
1.  0-03 tahun Belum Masuk TK 100 
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2.  04-06 tahun Taman Kanak-kanak 295 
3.  07-12 tahun Sekolah Dasar 1461 
4.  13-15 tahun SMP 1563 
5.  16-18 tahun SMA/SLTA 693 
6.  19-keatas Akademisi (D1-D3) 
atau 
Sarjana (S1-S3) 
166 
Jumlah 3.585 
Sumber data: Monografi Desa Gaum Tahun 201862 
3. Pekerjaan  
Pekerjaan di Desa Gaum dulu memang banyak mengandalkan 
sawah dan lading sebagai mata  pencaharian, walaupun demikian kini 
banyak yang beralaih kemata pencaharian lain, seperti pekerja seni, 
pengrajin, pekerja pabrik. Pendidikan di Desa Gaum mulai dikembangkan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 
Tabel II 
Data Penduuk Menurut Mata Pencaharian. 
No. Pekerjaan Jumlah 
1.  Karyawan  
a. Pegawai Negri Sipil 
b. TNI/Polri 
c. Swasta 
 
60 
17 
941 
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2.  Wiraswasta/Pedagang 142 
3.  Petani  615 
4.  Tukang  193 
5.  Buruh Tani 649 
6.  Pensiunan  246 
7.  Peternak  15 
8.  Jasa  68 
9.  Pengrajin  13 
10.  Pekerja Seni 5 
11.  Lainnya  124 
Jumlah 3.087 
 Sumber data: Monografi Desa Gaum tahun 201863 
B. Mekanisme Penggilingan Padi Di Dusun Pondok Desa Gaum 
Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar 
1. Akad  
Akad yang digunakan dalam penggilingan di Desa Gaum hampir 
semuanya sama yaitu menggunakan akad lisan dimana akad yang 
dilakukan dengan cara pengucapan lisan. Meskipun kata-kata yang 
diucapkan tidak secara nyata melakukan ijab qabul sewa menyewa 
tetapi  petani atau pengguna jasa penggilingan menyetujui atas proses 
penggilingan dari serah terima gabah hingga sistem pembayaran yang 
dilakukan di penggilingan padi tersebut.  
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Biasa ketika ingin menggilingkan padi, petani atau pengguna jasa 
langsung memberikan gabahnya ke pegawai penggilingan dengan  
ucapan “Nyelepke pak..”. Kemudian dari pihak penggilingan 
menerima gabah tersebut dengan ucapan “Nggeh pak, ditenggo riyen 
geh..”. Kemudian gabah diproses untuk digiling dengan 3 tahap, yaitu: 
a. Proses Pemecah Kulit / Sekam Padi  
Huller atau  husker adalah nama mesin pemecah kulit padi. 
Bahan baku penggilingan ini adalah gabah kering dan hasil akhir 
dari penggilingan ini disebut beras pecah kulit. Mesin pemecah 
kulit ini menggunakan rubber roll, dimana perinsip kerja mesin 
huller ini dengan memberikan tenaga tarik akibat kecepatan putar 
yang berbeda dari dua sisi silinder karet yang berhadapan. Besar  
kecilnya gabah terkupas, beras jadi menir, beras pecah-pecah 
tergantung dari setinggan mesin huller ini. 
b. Proses Pemutihan Beras Pecah Kulit 
Setelah padi dimasukan ke mesin huller selanjutnya padi 
dimasukkan ke mesin pemutih atau sering disebut mesin sosoh. 
Proses penyosohan ini dilakukan  sebanyak dua kali. Hasil dari 
mesin pemutih ini adalah beras putih dan hasil sisa dari mesin ini 
adalah bekatul. 
c. Pemolesan  
Tahap pemolesan yaitu tahap dimana beras putuh tadi 
dibersihkan kembali agar hasilnya putih jernih tidak ada dedak 
atau bekatul yang menempel. Dalam prosespemolesan ini 
dilakukan berulang-ulang agar kualitas berasnya terbaik. 
Hasil dari proses penggilingan yaitu beruapa beras bersih dan 
bekatul. Selanjutnya yaitu tahap pembayaran. Sebelum tahap 
pembayaran pihak penggilingan bertanya kepada petani atau 
pengguna jasa penggilingan “Bekatul ipun dipendet mboten pak..”. 
Dari pihak petani atau pengguna jasa bias menjawab “Nggeh pak..” 
atau “Mboten Pak..”. Kemudian barulah transaksi pembayaran 
dilakukan dengan 2 (dua) sistem yaitu: 
a. Bekatul Tidak Diambil 
Apabila bekatul tidak diambil maka petani atau pengguna jasa 
harus membayar jasa sseharga Rp 6000,00/karung dan membayar 
bekatul yang diharga Rp 3000,00/karung. 
b. Bekatul Diambil 
Apabila bekatul diambil maka petani atau pengguna jasa 
membaya bekatulnya saja dengan harga Rp 3000,00/kg.64 
Masyarakat khususnya pelanggan penggilingan padi ini sudah 
merasakan sistem yang dipakai di penggilingan ini dan tidak ada yang 
merasa terbebani jika harga jasa penggilingan lebih mahal dari 
penggilingan yang lain. 
2. Kepemilikan 
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Sekarung gabah yang akan digilingkan biasanya berat bekatulnya  
kurang lebih 30kg tergantung baik buruknya gabah. Ketika nanti 
sudah digilingkan hasilnya menjadi beras bersih yang beratnya kurang 
lebih 15-20 kg dan sisa hasil penggilingan berupa bekatul beratnya 
kurang lebih 10-20kg tergantung penggilingan dalam mengelola 
bekatulnya. Ketika proses penggilingan selesai biasanya kita akan 
ditanya apakah bekatulnya diminta atau tidak. 
Dari sini sering dipertanyakan tentang kepemilikan bekatul itu 
sendiri karena saat ini sudah mempunyai daya jual sendiri. Dalam hal 
ini penulis ingin mengetahui tentang kepemilkan bekatul apakah 
bekatul itu milik pengguna jasa atau milik penggilingan padi, Karena 
kebanyakan bekatul hasil penggilingan padi tidak diberikan dan 
mereka harus membayar bekatul tersebut. 
Dalam fiqih muamalah secara garis besar membagi kepemilkan 
menjadi dua bagian, yaitu: 
a. Kepemilikan Sempurna (Milk Tamm) 
Kepemilikan  sempurna (milk tamm) yaitu kepemilkan 
terhadap harta benda sekaligus manfaatnya. Pemilik mempunyai 
kebebasan penuh terhadap harta benda tersebut. pemilik juga 
bebas melakukan investasi, transaksi, atau hal-hal lainnya. 
Biasanya kepemilikan sempurna (milk tamm) dapat diperoleh 
melalui jual beli. 
b. Kepemilikan Tidak Sempurna (Milk Naqishah) 
Kepemilikan tidak sempurna atau naqishah yaitu apabila 
seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut. memiliki 
kegunaannya (manfaat) saja tanpa memiliki zatnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
ANALISIS DATA 
A. Analisis Praktik Penggilingan Padi Di Dusun Pondok Menurut Akad 
Ijarah 
Menurut hukum Islam dalam penggilingan padi di Dusun Pondok 
termasuk dalam  jenis  ijarah yang berhubungan dengan sewa menyewa. 
Hal ini perlu diperhatikan karena menyangkut tentang bagaimana praktek 
yang dilakukan di penggilingan ini sesuai dengan hukum Islam atau 
belum.  
Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu 
mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang 
tersebut kepada pihak lain. Dalam hukum Islam sewa menyewa sering 
disebut dengan ijarah yaitu suatu jenis akad untuk mengambil suatu 
manfaat dengan imbalan sejumlah uang. Hal yang harus diperhatikan 
dalam akad ijarah adalah  pembayaran sewa merupakan imbal balik dari 
manfaat yang telah dinikmati. Dalam hal ini jelas bahwa objek akad ijarah 
adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. 
Biasanya ketika ingin menggilingkan padi, petani atau pengguna jasa 
datang ke penggilingan dan langsung memberikan gabahnya kepada 
pegawai penggilingan dengan ucapan “Nyelepke pak..”. Kemudian dari 
pihak penggilingan menerima gabah tersebut dengan ucapan “Nggeh pak, 
ditenggo riyen geh..”. Kemudian gabah diproses untuk digiling dengan 3 
tahap. Hasil dari proses penggilingan yaitu beruapa beras bersih dan 
bekatul. Selanjutnya yaitu tahap pembayaran. Sebelum tahap pembayaran 
pihak penggilingan bertanya kepada petani atau pengguna jasa 
penggilingan “Bekatul ipun dipendet mboten pak..”. Dari pihak petani 
atau pengguna jasa bias menjawab “Nggeh pak..” atau “Mboten Pak..”. 
Kemudian barulah transaksi pembayaran dilakukan. 
 Meskipun kata-kata yang diucapkan tidak secara nyata melakukan 
ijab qabul sewa menyewa tetapi  petani atau pengguna jasa penggilingan 
menyetujui atas proses penggilingan dari serah terima gabah hingga 
sistem pembayaran yang dilakukan di penggilingan padi tersebut. 
Apabila dilihat dari jenis-jenis ijarah penggilingan padi di tempat 
bapak Suranto dan penggilingan padi di tempat bapak Mualyadi termasuk 
dalam  jenis ijarah yang berhubungan dengan sewa menyewa. Untuk 
mengetahui apakah akad  ijarah yang dilakukan sudah sesuai dengan  
hukum Islam atau belum, penulis  akan  menganalisis berkaitan dengan 
rukun dan syarat ijarah. 
1. Analisis Tentang Rukun Ijarah. 
Ada empat rukun ijarah yaitu:65 
a) Shighah (Ijab Dan Qabul) 
Biasanya ketika ingin menggilingkan padi, petani atau 
pengguna jasa datang ke penggilingan dan langsung memberikan 
gabahnya kepada pegawai penggilingan dengan ucapan 
“Nyelepke pak..” (ijab). Kemudian dari pihak penggilingan 
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menerima gabah tersebut dengan ucapan “Nggeh pak, ditenggo 
riyen geh..” (qabul) 
b) Muta’aqidain (Dua Pihak Yang Melakukan Transaksi) 
Kedua belah pihak yang bertransaksi tersebut yaitu 
pegawai penggilingan yang mewakili pemilik penggilingan 
sebagai pihak yang menyewakan alat penggilingan dengan 
pemilik gabah sebagai pengguna jasa penggilingan. 
Ada dua transaksi yang dilakukan. Pertama, kedua pihak 
tersebut melakukan transaksi dimana pihak petani atau 
pengguna jasa memberikan berasnya kepada pihak 
penggilingan dengan ucapan “Nyelepke pak..”. Kemudian dari 
pihak penggilingan menerima gabah tersebut dengan ucapan 
“Nggeh pak, ditenggo riyen geh..”.  
Kedua, transaksi pembayaran yang dilakukan ketika proses 
penggilingan telah selesai  
c) Ma’qud’alaih (Manfaat Yang Ditansaksikan) 
Manfaat yang diperoleh dari alat penggilingan padi ini 
yaitu merubah gabah menjadi beras putih bersih dan bekatul 
yang proses dengan 3 tahapan seperti yang sudah dipaparkan 
di sebelumnya. 
d) Upah. 
Upah yang dipakai dalam  penggilingan ini berupa uang tunai 
dan bekatul sebagi alat pembayarannya. 
2. Analisis Tentang Syarat-Syarat Ijarah. 
Agar ijarah sah dibutuhkan syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Yang menyewakan dan penyewa adalah tamyiz (berakal sehat 
dan tidak ditaruh dibawah pengampunan). 
Pihak yang menyewakan adalah pak Mulyadi selaku 
pemilik penggilingan, berakal sehat dan beliau berumur 55 
tahun. Yang sering diwakilkan kepada pegaiwanya yaitu 
bapak Parmin  yang berumur 45 tahun, bekerja sebagai buruh 
dan bapak Katno berumur 47 tahun yang berkerja sebagai 
tukang. 
Pihak yang penyewa adalah ibu Sumi, berakal sehat dan 
berumur 40 tahun. Bekerja sebagai  karyawan swasta. Dalam 
hal ini sudah sesuai dengan syarat ijarah yaitu tamyis.  
b) Yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, wilayah atau 
orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali. 
Pemilik barang sewa yaitu bapak Mulyadi selaku pihak 
yang menyewakan dan bapak Parmin dan bapak Katno selaku 
pegawai yang diberi amanah untuk mengelola penggilingan 
ketika bapak Mulyadi tidak ada dirumah. 
c) Adanya  kerelaan  kedua  belah  pihak  yang  menyewakan  
dan  penyewa  yang digambarkannya adanya ijab dan qabul. 
Biasanya ketika ingin menggilingkan padi, petani atau 
pengguna jasa datang ke penggilingan dan langsung 
memberikan gabahnya kepada pegawai penggilingan dengan 
ucapan “Nyelepke pak..” (ijab). Kemudian dari pihak 
penggilingan menerima gabah tersebut dengan ucapan “Nggeh 
pak, ditenggo riyen geh..” (qabul). Dari sini dapat dilihat 
adanya kerelaan antara kedua pihak yang menyewakan dan 
penyewa. 
d) Yang disewakan ditentukan barang dan sifatnya. 
Barang yang disewakan adalah mesin huller atau yang 
sering disebut sebagai mesin penggilingan padi. 
e) Manfaat yang dimaksud bukan hal yang dilarang oleh syara’. 
Manfaat yang disewakan dari alat penggilingan padi ini 
yaitu untuk mengubah gabah menjadi beras bersih yang 
digunakan untuk kebutuhan makan setiap hari dan sisa hasil 
penggilingan yang berupa bekatul yang bisa digunakan untuk 
makanan hewan ternak. 
f) Berapa lama waktu menikmati manfaat barang sewa harus 
jelas. 
Waktu untuk menikmati manfaat barang yaitu selama 
proses mengubah gabah menjadi beras bersih dan sisa hasil 
penggilingan yang berupa bekatul. 
g) Harga  sewa  yang harus  dibayar bila berupa uang ditentukan 
berapa besarnya dan bila berupa hal lain ditentukan berapa 
kadarnya. 
Harga sewa atau upah pembayaran dari penggilingan padi 
ini berupa uang tunai sebesar Rp 9000,00/karung dan bekatul 
yang dihargai Rp. 3000,00/kg.  
Sesuai dengan ketentuan sistem ijarah bahwa dalam 
penggilingan padi di Dusun Pondok ini sudah sesuai dengan rukun 
dan syarat ijarah dan kedua belah pihak sudah sama-sama ridho. 
B. Analisi Status Kepemilikan Bekatul Dalam Penggilingan Padi 
Musiman Di Dusun Pondok 
Proses pembayaran yang diterpakan di penggilingan padi Dusun 
Pondok, yaitu: 
a. Bekatul Tidak Diambil 
Apabila bekatul tidak diambil maka petani atau pengguna jasa 
harus membayar jasa sseharga Rp 6000,00/karung dan membayar 
bekatul yang diharga Rp 3000,00/karung. 
b. Bekatul Diambil 
Apabila bekatul diambil maka petani atau pengguna jasa membaya 
bekatulnya saja dengan harga Rp 3000,00/kg. 
Sekarung gabah yang akan digilingkan biasanya berat bekatulnya 
kurang lebih 30kg tergantung baik buruknya gabah. Ketika nanti sudah 
digilingkan hasilnya menjadi beras bersih yang beratnya kurang lebih 15-
20 kg dan sisa hasil penggilingan berupa bekatul beratnya kurang lebih 
10-20kg tergantung penggilingan dalam mengelola bekatulnya. 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab 
sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagi berikut : 
1. Dari praktik penggilingan padi dapat disimpulkan bahwa dalam 
penggilingan padi di Dusun Pondok ini sudah sesuai dengan ketentuan 
sistem ijarah dan sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah serta 
kedua belah pihak sudah sama-sama ridho. 
2. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan atas bekatul ada pada petani 
atau pengguna jasa penggilingan. Dilihat dari jenis-jenis kepemilikan 
termasuk dalam jenis kepemilikan sempurna (Al-Milk At-Tamm ) yaitu 
kepemilikan atas harta benda dan kepemilikannya, pemilik berhak atas 
kepemilikan penuh dari harta yang dimikili, ia bebas melakukan apa 
saja terhadap apa yang sudah dimikinya.  
B. Saran 
Berdasarkan penelitian dan pemaparan diatas, penulis memberikan saran 
kepada para pihak sebagi berikut : 
1. Hendaknya semua penggilingan padi di wilayah tersebut dibentuk 
suatu komunitas yang menaungi usaha penggilingan padi baik 
ditingkat kecamatan maupun kabupaten sehingga semua penggilingan 
padi bisa terarah dalam menjalankan usahanya dan harga jasa 
penggilingan semua bisa sama rata. 
2. Bagi pengguna jasa yang mayoritas masyarakat awam hendaknya 
bertanya tentang ketentuan-ketentuan terkait sistem pembayaran agar 
tidak merasa dirugikan dan tidak menimbulkan perselisishan. 
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2.  Karya Ilmiah/Skripsi  
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Sisa Hasil Penggilingan Padi Di Desa Bulurejo Kecamatan 
Juwiring Kabupaten Klaten Menurut Hukum Islam”, Skripsi, tidak 
diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama 
Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2018. 
Arfandi, “Praktik akad Penggilingan padi Di Desa Lempuyangan 
Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur “, 
Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam,  IAIN Palangka 
Raya, 2018. 
Kartikasari, Ratna ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa 
Penggilingan Padi Keliling Di Desa Purworejo Kecamatan Geger 
Kabupaten Madiun”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syariah dan 
Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016. 
Sabir, Nirmala, “Analisis Kelayakan Usaha Penggilingan Padi Keliling 
(Studi Kasus Usaha Penggilingan Padi Keliling Di Desa Tumale 
Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu)”, Skripsi, tidak diterbitkan, 
Jurusan Agribisnis Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 
2018. 
Yuniati, Hidia, “Usaha Penggilingan Padi Keliling Dalam Tinjauan 
Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa 
Kalibening Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”, 
Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah UIN Raden Intan 
Lampung, Lampung, 2017. 
3. Wawancara 
Jumadi, Pengguna Jasa Penggilingan Padi, Wawancara Pribadi, 16 
Februari 2019,  jam 16.00-selesai. 
Mulyadi, Pemilik Penggilingan Padi, Wawancara Pribadi, 12 Februari 
2019, jam 08.30-selesai. 
Rizal, Pemilik Penggilingan Padi, Wawancara Pribadi, 16 September 
2019,  jam 16.00-selesai. 
Sumi, Ppengguna Jasa Penggilingan Padi, Wawancara Pribadi, 15 
September 2019, jam 16.00-selesai. 
Suranto, Pemilik Penggilingan Padi, Wawancara Pribadi, 12 September 
2019,  jam 10.00-selesai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara  
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Tanggal   : 12 Februari 2019 
Waktu     : 08.30-selesai 
Narasumber   : Bapak Mulyadi 
Jabatan   : Pemilik Penggilingan Padi di Dusun Pondok Desa Gaum 
Daftar Pertanyaan : 
1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri?  
2. Bagaimana proses penggilingan padi yang ada ditempat ini? 
3. Bagaimana  transaksi yang dilkukan ketika menggilingkan padi? 
4. Berapa harga bekatul untuk per kilonya?   
5. Berapa upah jasa  penggilingan gabah  jika bekatul tidak dibawa pulang? 
6. Berapakah upah  jasa penggilingan jika bekatul dibawa pulang?  
7. Menurut bapak bekatul sisa hasil pengilingan itu milik siapa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara  
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Tanggal   : 12 September 2019 
Waktu     : 10.00-selesai. 
Narasumber   : Bapak Suranto 
Jabatan   : Pemilik Penggilingan Padi di Dusun Pondok Desa Gaum 
Daftar Pertanyaan : 
1. Sudah berapa lama tempat penggilingan padi ini berdiri?  
2. Bagaimana proses penggilingan padi yang ada ditempat ini?  
3. Berapa upah jasa  penggilingan gabah jika bekatul tidak dibawa pulang? 
4. Berapakah upah  jasa penggilingan jika bekatul dibawa pulang?  
5. Berapa hargau bekatul untuk per kilonya?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara  
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Tanggal   : 16 Februari 2019 
Waktu     : 16.00 - selesai 
Narasumber   : Bapak Jumadi   
Jabatan   : Pengguna Jasa Penggilingan di Penggilingan. 
Daftar Pertanyaan : 
1. Apakah sudah lama berlangganan menggilingkan padi di sini?  
2. Bagaimana pendapatmu tentang bekatul yang menjadi milik penggiling? 
3. Lebih  memilih  mana  antara  membawa  pulang  bekatul  atau 
mengikhlaskannya? 
4. Menurut bapak bekatul hasil sisa pengilingan itu milik siapa? Milik pilik 
pihak penggilingan atau milik pengguna jasa penggilingan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR GAMBAR 
 
Penggilingan Padi Bapak Mulyadi 
 
Penggilingan Padi bapak Mulyadi 
 
 
 
 Penggilingan Padi Bapak Mulyadi 
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